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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 
Perkembangan ekonomi merupakan suatu proses kegiatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk dapat terpenuhinya kebutuhan tersebut masyarakat harus bekerja. Bekerja dalam pandangan islam diarahkan dalam rangka mencari karunia Allah SWT, yakni untuk mendapatkan harta agar sesorang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun lapangan kerja yang merupakan lahan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan belum mampu menampung para pencari kerja sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Kepala badan pusat statistik (BPS) Suryamin menyebutkan, dalam kurun waktu satu tahun tingkat pengangguran di Indonesia mengalami pertambahan sebanyak 300 ribu jiwa.
 Jumlah pengangguran pada Februari 2015 mencapai 7,4 juta orang.[footnoteRef:2] Oleh karena itu ada sebagian masyarakat memilih untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya yang sudah ada walaupun hanya usaha berskala kecil dengan harapan mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. [2:  Agung yuly Diyantoro, Angka dan Data Pengangguran 2015, http://agunkzscreamo.blogspot.com/2015/03/angka-data-pengangguran-2015.html#.(diakses, 11 Mei 2015).] 

Usaha kecil menurut Undang – Undang No. 9 tahun 1995 adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Upaya masyarakat dalam menjalankan usahanya seringkali terhambat karena tidak memiliki modal yang cukup. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat pengusaha kecil dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh sebab itu masyarakat sangat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa menjembatani kebutuhan modal untuk kelangsungan usaha mereka.
Dari berbagai lembaga keuangan yang ada, BMT diyakini salah satu wahana yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat (masyarakat). Bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga ekonomi atau keuangan syari’ah non perbankan yang sifatnya informal. BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat yang biasanya melayani masyarakat kecil yang kesulitan dalam berhubungan dengan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasinya didasarkan prinsip bagi hasil, jual beli (itjarah) dan titipan (wadiah).[footnoteRef:3]  [3:  Muhammad, Lembaga Ekonomi Syari’ah, (Palangka Raya: Graha Ilmu, 2007), hlm.55 ] 

Salah satu fungsi didirikannya BMT yaitu untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, keberadaan Bait al-Mal wa at-Tamwil sangat penting dalam perekonomian guna memenuhi kebutuhan modal pengusaha kecil yang pada umumya belum terjangkau oleh Lembaga Keuangan Perbankan. Bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT) dapat pula menjadi pilihan bagi umat islam untuk menghindari praktek bunga yang dilakukan bank konvensional atau rentenir yang bertentangan dengan syari’at islam karena bunga termasuk riba dan riba itu haram hukumnya seperti dalam Firman Allah :
[footnoteRef:4] وَأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  [4:  Q.S. Albaqarah (2): ayat 275. Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.] 

Sebagai pengganti bunga, Bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT) menawarkan produk pembiayaan seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah. Namun pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh Bait al-Mal wa at-Tamwil yaitu pembiayaan murabahah, selain karena proses dan prakteknya mudah, jenis pembiayaan ini paling mudah di pahami oleh masyarakat kecil.
Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Pembiayaan murabahah awalnya hanya dikenal untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, namun pada kenyataan di lapangan, pembiayaan murabahah ternyata tidak sebatas pada barang konsumtif namun dapat juga di lakukan untuk barang produktif bahkan untuk pembiayaan barang dagangan. Hal ini sering dilakukan oleh Bank syariah ataupun BMT untuk membantu para pengusaha kecil untuk kelancaran kegiatan usahanya.
Dalam pembiayaan Murabahah, BMT bertindak sebagai pihak penjual harus memberitahukan kepada pembeli yaitu nasabah tentang harga dasar dan besar margin yang diinginkan sebagai keuntungan sesuai kesepakatan. Aplikasi pembiayaan murabahah tidak hanya di gunakan untuk jual beli barang konsumtif saja tetapi dapat pula untuk jual beli barang produktif seperti pengadaan mesin, alat – alat produksi atau barang dagangan. 

Salah satu BMT yang menawarkan produk pembiayaan murabahah adalah BMT Insan Mulia Palembang. Selama ini pembiayaan murabahah pada BMT Insan Mulia Palembang sudah menjadi ciri khas tersendiri, yang mana pembiayaan Murabahah diperuntukkan bagi nasabah produktif dengan pemberian pembiayaan dari mulai 500 ribu sampai 10 juta dengan jangka waktu minimal 10 bulan dan sampai saat ini BMT Insan Mulia Palembang telah memberikan pinjaman kepada nasabah dari sektor usaha kecil sebanyak 141 nasabah. 
Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah pada umumnya, mereka yang memiliki usaha kecil atau pedagang. Pembiayaan Murabahah berbeda dengan kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional atau rentenir, jika pada pinjaman kredit bank konvensional dan rentenir dikenal dengan bunga sebagai denda apabila terlambat dalam pembayaran, pada pembiayaan murabahah hanya mengenal margin sebagai laba untuk BMT dan tidak mengenal denda saat terjadi keterlambatan pembayaran. Untuk itu diharapkan melalui pembiayaan murabahah ini dapat meningkatkan laba para pengusaha kecil. 
Melalui pembiayaan murabahah ini, BMT Insan Mulia Palembang berupaya untuk bisa menjembatani kebutuhan modal para pengusaha kecil di wilayah Sekip dan sekitarnya yang kebanyakan para pedagang. Dengan mengajukan pembiayaan berbeda dengan sistem bunga artinya pengusaha kecil mendapatkan tambahan modal dari BMT Insan Mulia Palembang untuk kelangsungan usahanya, namun apakah bertambah pula tingkat laba yang meraka peroleh, Tentu hal ini menarik untuk dikaji. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Insan Mulia Palembang dengan judul “PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA KECIL (STUDI KASUS PADA BMT INSAN MULIA PALEMBANG)”.

B. Rumusan Masalah
Untuk mencapai tujuan dari pembahasan skripsi diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah pada BMT Insan Mulia Palembang terhadap perkembangan usaha kecil?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah yang diberikan BMT Insan Mulia Palembang terhadap usaha kecil.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat : 
a. Untuk memperkaya wawasan pengetahuan ilmiah sehingga dapat dijadikan dasar serta sebagai studi banding bagi penulis.
b. Sebagai bahan masukan bagi pihak terkait untuk meningkatkan lagi upaya-upaya strategis dalam pembiayaan terhadap usaha kecil.
c. untuk menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada BMT Insan Mulia Palembang memberikan manfaat terhadap perkembangan pendapatan usaha kecil.
d. Sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.
D. Sistematika Penulisan 
Penelitian ini direncanakan terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan. Bab Pertama adalah bab Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan dan sistematika penulisan.
Bab kedua adalah bab landasan teoritik dan pengembangan hipotesis  yang memaparkan tentang penelitian terdahulu, pengertian pembiayaan murabahah, landasan hukum pembiayaan murabahah, rukun dan syarat pembiayaan murabahah, ketentuan umum murabahah, aplikasi murabahah pada BMT, pengertian usaha kecil, pengertian BMT dan konsep islam tentang BMT, 
Bab ketiga adalah bab metodologi penelitian, berisi tentang definisi operasional variabel, lokasi peneitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, Populasi dan sampel, dan analisis data dan teknik analisis.
Bab keempat adalah bab penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari gambaran umum tempat penelitian, karakteristik responden, data deskriptif, analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.
Bab kelima adalah bab kesimpulan dan saran, pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan berkaitan dengan penelitian.	
Bagian Akhir dalam skripsi ini terdiri dari daftar kepustakaan, riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.


BAB II
LANDASAN TEORITIK DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Penelitian Terdahulu
Dari kajian penelitian terdahulu dapat diperoleh hasil penelitian yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini antara lain:
1. Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Berkah Madani” Andi Abdullah Sa’ad (2010), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjelaskan bahwa didapatkan t sebesar 4,03 terletak di daerah Ho ditolak yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan sebelum pembiayaan murabahah terhadap pendapatan sesudah pembiayaan murabahah. 
2. Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BNI Syari’ah Cabang Semarang terhadap Perkembangan Usaha Kecil” Uswatun (2010), Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, menjelaskan bahwa Pembiayaan Qardhul Hasan pada BNI Syari’ah memiliki pengaruh yang kecil sekali terhadap perkembangan usaha kecil, dilihat pada hasil pengujian koefisien regresi, tampak bahwa nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel (4,129 < 4,156)dan hasil analisis regresi diperoleh besarnya koefisien determinasi  (R2) sebesar 0,118 atau 11,80%.
3. Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Bina Mas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BMT Bina Mas Purworejo”, Suryati (2012), Universitas Negeri Yogyakarta, menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur (R) sebesar 0,717 dan p= 0,001 (p<0,05); terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perkembangan usaha terhadap peningkatan pendapatan nasabah dengan nilai R sebesar 0,535 dan p=0,001 (p<0,05); terdapat pengaruh pemberian pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah mudharabah melalui perkembangan usaha. Besarnya pengaruh tidak langsung pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah perkalian dari koefisien jalur masing-masing 0,717x0,535= 0,383.
4. Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Studi pada Bank DKI Syari’ah Cabang Wahid Hasyim” Andry Herdiansyah (2008), mengatakan bahwa,diperoleh angka t penelitian sebesar 6,87> t tabel sebesar 2,56 sehingga Ho ditolak dan H1 diterima dan ada pengaruh antara jumlah pembiayaan dan jangka waktu terhadap pendapatan sebesar 0,567 atau 5,67%.
5. Dalam penelitian yang berjudul “Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Usaha  Mikro Kecil Menengah (UMKM) studi pada BMT Ikhlasul Amal Indramayu” Arif Kurniawan (2012), IAIN Syeh Nurjati Cirebon, mengatakan bahwa pembiaaan Bai’ Bitsaman Ajil di BMT Ikhlasul Amal berjalan lancar dalam peningkatan kemampuan Ekonomi Nasabah. Dilihat dari uji statistik diperoleh koefisien korelasi r= 0,072. Setelah dikoefisienkan dengan rho tabel dengan N= 20 dengan tingkat signifikansi 5% rho tabel 0,423 artina terdapat hubungan yang positif antara penerapan pembiaaan Bai’ Bitsaman Ajil dengan peningkatan kemampuan ekonomi nasabah pasar karang ampel di BMT Ikhlasul Amal.
6. Skripsi atas nama Rosita Pratiwi dengan judul “ Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT BNI (Persero) Tbk kantor Cabang Syariah Medan “. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Dari keseluruhan pembiayaan yang ada di BNI Syariah Cabang Medan, pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling besar yaitu mencapai 75% (BNI Syariah Desember 2006). Proporsi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah akan sangat menentukan perkembangan BNI Syariah Cabang Medan. Tingkat pembiayaan yang semakin tinggi pada suatu bank juga diiringi dengan adanya risiko kredit yang besar pula. Salah satu cara untuk meminimalisir risiko kredit adalah dengan pengadaan suatu pengendalian yang terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjalankan fungsi pengelolaan pembiayaan secara aman, obyektif dan sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku.
7. Skripsi dengan judul “Evaluasi tingkat pendapatan usaha kecil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Kauman Beringharjo Jogjakarta” yang disusun oleh Evy Meirina Budi astuti (2007). Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dari hasil analisis uji-t diperoleh perbandingan t-hitung > t-tabel. Ini berarti Hi diterima dan Ho di tolak, yaitu sesudah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Beringharjo Kauman, pendapatan pengusaha kecil mengalami peningkatan.
8. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Produktif Terhadap Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Studi Pada Pedagang Kecil Di Pasar Induk Gadang Malang)” yang disusun oleh Ningrum Muliyana (2002). Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan sebesar 14,239. Pembiayaan produktif terbukti mampu meningkatkan pendapatan usaha kecil yang diwakili oleh besarnya modal usaha dan berdasarkan hasil responden hampir 80% menyatakan bahwa pembiayaan yang relatif kecil, mempermudah mereka untuk melunasinya.

B. Pembiayaan Murabahah
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah
Secara etimologis, kata murabahah berasal dari kata ربح  yang berarti beruntung.[footnoteRef:5] secara terminologis, murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga (cost plus) atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan murabahah ini, orang pada hakekatnya ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli.[footnoteRef:6]  [5:  Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Mu’amalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001), Cet. Ke-1, h.119]  [6:  M.Abdul Mujieb, et.al., Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h.225] 

Menurut Antonio, ba’i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[footnoteRef:7] Menurut Anwar, murabahah adalah menjual sesuatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.[footnoteRef:8] Pengertian yang sama juga diberikan karim bahwa pembayaran murabahah dapat dilakukan baik dalam bentuk lump sum (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran.[footnoteRef:9] Menurut sutan Rem, murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.[footnoteRef:10] [7:  Muhammad Syafi’i Antonio, Bank syari’ah: Suatu pengenalan umum, (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), Cet. Ke-2, h. 145]  [8:  M. Syafi’i Anwar, “Alternatif terhadap sistem bunga”, Jurnal Ulummul Qur’an II, Edisi 9 Oktober 1991, h. 13]  [9:  Adiwarman A. Karim, bank Islam, Analisis Fiqh Keuangan, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), Cet. Ke-1, h. 161]  [10:  Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37] 

Sedangkan menurut Sumitro, Murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara Pembayaran sekaligus.[footnoteRef:11] Jika ditinjau dari aspek definisi, maka murabahah juga dapat dipahami sebagai keuntungan yang disepakati. Oleh sebab itu, menurut Karim karakteristik murabahah adalah sebagai berikut: [11:  Warkun Sumitro, Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga terkait; BMI dan takaful di Indonesia, (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37] 

Sipenjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya si fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika ia menawarkan untanya ia mengatakan: saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.[footnoteRef:12] [12:   Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, h. 161] 


Abdul Manan menegaskan dengan operasi  murabahah, para nasabah BMT membeli suatu komoditi menurut rincian tertentu dan menghendaki agar BMT mengirimkannya kepada mereka berdasarkan tambahan harta tertentu menurut persetujuan diawal akad antara kedua belah pihak.[footnoteRef:13] Dalam transaksi murabahah, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.[footnoteRef:14] Dengan cara ini, si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.  [13:  Potan Arif Harahap, Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, (Jakarta: Pt. Intermasa, 1992), Cet. Ke-1, h. 168]  [14:  Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, (Jakarta: Alvabet, 2002), Cet. Ke-1, h. 25] 

Melihat beberapa definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.[footnoteRef:15] Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari BMT untuk pengadaan barang yang dibutuhkan. [15:  Muhammad syafi’i Antonio, et.al., Apa dan Bagaimana Bank syari’ah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), Cet. Ke-1, h. 25] 

Dari beberapa pengertian di atas baik dalam literatur fiqh maupun praktisi perbankan, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah kontrak jual beli barang antara penjual dan pembeli dengan fasilitas penundaan pembayaran baik untuk pembelian asset modal kerja maupun investasi dengan harga asal ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dan cara pembayarannya dapat dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo ataupun dengan angsuran.
2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah
Murabahah adalah aqad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Rasulullah berprofesi sebagai pedagang,[footnoteRef:16] ia melakukan aqad murabahah dengan khadijah. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktek murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur’an, hadits maupun ijma’ ulama.[footnoteRef:17] [16:  Saat itu Rasulullah SAW berusia kira-kira 25 tahun, dan belum menjadi nabi. Lihat M. Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, (Bandung: Mizan, 1997), h. 75 ]  [17:  M. Anwar Ibrahim, Konsep profit and Loss Sharing sstem Menurut Empat Mazhab, makalah tidak diterbitkan, h. 1-2. Menurut Al-Qur’an, lihat misalnya dalam surat Al-Mujammil ayat 20. Menurut Hadits, di antaranya adalah hadits Ibnu Abbas ra bahwa Nabi mengakui syarat-syarat yang ditetapkan Al-Abbas bin Abdul Muthalib kepada  mudharib. Menurut ijma’ ulama, karena sistem ini sudah dikenal sejak zaman nabi dan zaman sesudahnya para sahabat banyak yang mempraktekkannya dan tidak ada yang mengingkarinya.] 

Adapun landasan hukum dari pembiayaan murabahah adalah firman Allah SWT sebagai berikut:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ[footnoteRef:18] [18:  QS. An-Nisa (4):29. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.] 

	Dalam ayat lain yang masih berkaitan dengan landasan hukum pembiayaan murabahah adalah firman Allah sebagai berikut:
وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ[footnoteRef:19] [19:   QS. Albaqarah (2):275. Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ] 


	Pembiayaan murabahah tidak hanya tertera dalam Al-Qur’an, tetapi juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut: 
وَفِي رِوَايَةٍ: اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ   اْلأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصَّدِيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ. )رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ([footnoteRef:20] [20:  Hadits Rasulullah SAW, RA. Tirmidzi. Artinya: Dalam sebuah riwayat dikatakan: Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang yang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid] 

Selain Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum murabahah, maka ijma’ ulama juga dapat dijadikan acuan hukum murabahah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Abdullah Syeed: 
Al-Qur’an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan didalamna untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian pula, tidak ada hadits yang memiliki acuan langsung kepada murabahah. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadana dalam Al-Qur’an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain.[footnoteRef:21] [21:  Abdullah Syeed, Menyoal Bank Syari’ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum  Neorevivalis, (Jakarta: Paramadina, 2004), Cet. Ke-2, h. 119] 

Menurut Imam Malik, murabahah itu dibolehkan dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum orang yang membeli baju disebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan.[footnoteRef:22] Imam Safi’i mengatakan jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan “kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu”, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu syah.[footnoteRef:23] Sedangkan Marghinani seorang faqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan didalamnya, dan juga karena manusia sangat membutuhkannya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Safi’i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah syah menurut hukum tanpa bantahan.[footnoteRef:24] [22:  Ibid, h. 120]  [23:  Ibid, h. 120]  [24:  Ibid, h. 120] 

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa landasan hukum pembiayaan murabahah tidak hanya tertera dalam Al-Quran, tetapi juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW sebagai landasan yang kedua setelah Al-Qur’an serta ijma’ para ulama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan murabahah adalah Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW serta ijma’ ulama.





3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah
Menurut Zulkifli, rukun murabahah terdiri atas pembeli dan penjual, ijab dan qabul barang yang dibeli serta ada nilai tukar pengganti.[footnoteRef:25] Sedangkan menurut Adiwarman, rukun murabahah itu terdiri atas pelaku, objek, ijab dan qabul.[footnoteRef:26] Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa rukun murabahah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur rukun murabahah itu terdiri atas pembeli dan penjual, objek serta ijab dan qabul.[footnoteRef:27] [25:  Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis transaksi Perbankan Syari’ah, h. 57]  [26:  Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, h. 177]  [27:  Azharuddin Lhaif, Fiqh Muamalah, h. 135] 

Adapun syarat-syarat murabahah sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah hal-hal yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad. Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan aqad murabahah itu harus memenuhi syarat-syarat yaitu baligh dan yang melakukan aqad adalah orang-orang ang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.[footnoteRef:28] Sedangkan sarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul, para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari murabahah adalah kerelaan kedua belah pihak.  [28:  Nasroen Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), Cet. Ke-1, h.115] 

Kerelaan kedua belah pihak ini dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat qabul itu harus sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “ saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,- ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan aqad murabahah hadir dan membicarakan topik yang sama.[footnoteRef:29] [29:  Ibid, hal. 115] 

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan disebut bahwa barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli. Barang tersebut adalah barang milik orang yang berakad dan boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[footnoteRef:30] [30:  Ibid, h. 116] 

Menurut syafi’i antonio, syarat murabahah itu meliputi penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus syah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dan penjual harus menampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalna jika pembelian dilakukan secara hutang.[footnoteRef:31] Secara prinsip , jika sarat-sarat tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki beberapa pilihan yaitu melanjutkan pembelian apa adanya, kembali kepada penjual dan menatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual dan membatalkan kontrak.[footnoteRef:32] [31:  Ibid, h. 118-119]  [32:  Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan bagaiman bank syari’ah, h. 146] 





4. Ketentuan Umum Murabahah
Murabahah merupakan jual beli yang berprinsip pada transparansi dan kepercaaan. Kejujuran penjual merupakan hal yang paling penting dalam murabahah, mengingat keadaan pembeli yang tidak memiliki pengetahuan tentang harga beli yang pertama dan biaya-biaya yang dikeluarkan penjual keatas barang. Pembelipun diharapkan percaya terhadap segala pemberitaan yang datang dari penjual dan begitu juga sebaliknya. Agar kejujuran dan kepercaaan dalam murabahah ini dapat direalisasikan, maka penjual harus menjelaskan tentang biaya-biaya yang dianggap sebagai modal dan yang tidak bisa serta keadaan modal yang bisa dijadikan sebagai dasar laba.
Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik kondisi ini dapat dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, bagian yang bisa dianggap sebagai pokok harga dan mempunai bagian laba. Kedua, bagian yang bisa dijadikan sebagai pokok modal, tetapi tidak memiliki bagian laba. Ketiga, bagian yang tidak bisa dimasukkan kedalam pokok modal dan tidak juga mempunyai bagian laba.[footnoteRef:33] [33:  Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujahid wa Nihayatul Muqtasid ( Riyadh: Maktabar Najar Musthafa al-Baaz, 1995), Cet. Ke-1, h. 375] 

Bagian yang dianggap sebagai pokok harga dan mempunai bagian laba. Bagian ini adalah biaya yang dikeluarkan penjual dan berpengaruh serta melekat terhadap zat barang secara langsung. Misalnya penjual berkata, “saya membeli pakaian ini dengan harga sekian dan saya mencelupkannya dengan ongkos sekian, atau dan saya membordirkannya dengan biaya sekian”. Hukum biaya tambahan yang telah dikeluarkan penjual dalam kasus tersebut diatasadalah seperti harga barang sebagai pokok modal. Kemudian biaya-biaya yang telah digabungkan dengan harga barang tersebut mempunai bagian laba. 
Bagian yang dimasukkan kedalam pokok modal tetapi tidak mempunyai bagian laba, maka ia adalah perkara yang tidak mempunyai pengaruh terhadap zat barang secara tidak langsung yaitu perkara-perkara yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh penjual. Misalnya jasa pengangkutan dan penyewaan tempat untuk menyimpan barang, maka uang transport dan uang sewa tersebut dapat diperhitungkan kedalam pokok harga atau pokok modal tetapi tidak memiliki bagian laba. 
Bagian yang tidak bisa dimasukkan kedalam pokok harga dan tidak mempunyai laba. Maka, ia adalah perkara yang mempunai pengaruh zat barang baik secara langsung ataupun tidak langsung yaitu perkara-perkara yang diusahakan sendiri oleh penjual. Misalnya penjual merangkap juga sebagai seorang penjahit, kemudian ia menjahit pakaian yang ia beli, atau ia seorang pencelup, kemudian pakaian itu dicelup sendiri. Perkara lainnya seperti transportasi dan tempat penyimpanan barang yang melibatkan pihak ketiga, maka hukum biaa ini tidak bisa diperhitungkan sebagai pokok harga.[footnoteRef:34]  [34:  Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala Mazahibil Arba’ah, (Beirut: Dear Al-Fikr, tth), Cet. Ke-1, h. 534] 

Imam Hambali berpendapat bahwa apabila biaya-biaya tersebut harus dibayarkan pada pihak ketiga, maka akan berpengaruh terhadap nilai barang yang dijual, penjual boleh memasukkan biaya-biaya tersebut kedalam pokok harga dan membolehkan pembebanan pada harga jual. Sedangkan Imam Safi’i membolehkan semua biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli untuk dimasukkan kedalam pokok harga dan kemudian dapat dibebankan pada harga jual, selama biaya-biaya itu bermanfaat dan dapat menambah nilai barang yang dijual. Namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya tenaga kerja untuk dimasukkan kedalam pokok harga, karena menurut mereka komponen ini sudah termasuk ke dalam keuntungan. Adapun Imam Hanafi, semua biaya yang dikeluarkan pedagang untuk mendatangkan barang dapat diperhitungkan dalam pokok harga.[footnoteRef:35]  [35:  Ibid, h. 535-536] 

Permasalahan yang kedua dari ketentuan umum murabahah adalah menangkut cara pembayaran. Cara pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau diangsur sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli. Menurut hanabilah, ketika seseorang menjual sesuatu seharga Rp. 100.000,- bila dibayar secara angsur atau Rp. 50.000,- secara tunai, tidak ada riba didalamnya.[footnoteRef:36] Menurut Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi, membayar dengan harga ang lebih tinggi dalam jual beli secara tangguh/ tempo merupakan kebiasaan para pedagang dan atas dasar ini tidak berarti apa-apa membayar dengan harga yang lebih tinggi untuk barang yang dijual secara tunda.[footnoteRef:37] [36:  Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Al-Syaukani, Nailul Authar, (Kairo: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah tth), h. 152]  [37:  Ibnu Qudamah, Al-Mugni, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1994), Cet, ke-1, h. 281] 


5. Aplikasi Murabahah Pada BMT
Dalam BMT, murabahah adalah akad jual beli antara BMT selaku pencari barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. BMT memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Harga jual BMT adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil BMT.[footnoteRef:38]  [38:   Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, h. 25] 

Pada BMT, prinsip murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah bagi hasil dan pembiayaan murabahah ini sangat berguna bagi seseorang atau perusahaan yang membutuhkan barang secara mendesak, namun ia kekurangan dana dan pada saat ini boleh dikatakan ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada BMT agar membiayai pembelian barang tersebut dan ia bersedia membayarnya pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, BMT membeli komoditi para nasabahnya dan menjual kembali sampai pada harga maksimum yang ditetapkan atau rasio laba harga yang dinyatakan sebelumnya.
Dengan kata lain, murabahah merupakan pembiayaan sistem jual beli dimana BMT membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Harga jual kepada nasabah adalah sebesar harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati antara pihak BMT dengan nasabah.

C. Usaha Kecil
1. Pengertian Usaha Kecil
Menurut Undang – Undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah pasal 1 ayat 2, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini.
Sedangkan menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1995, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan memenuhi kriteria kekayaan bersih / hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 2, usaha
mikro, kecil, dan menengah berasaskan :
a. Kekeluargaan
b. Demokrasi ekonomi
c. Kebersamaan
d. Efisiensi berkeadilan
e. Berkelanjutan
f. Berwawasan lingkungan
g. Kemandirian
h. Keseimbangan kemajuan, dan
i. Kesatuan ekonomi nasional







2. Kriteria Usaha Kecil
Karakteristik usaha kecil Maltzam (1985), Hennes (1984), CICA (1988) mengkategorikan usaha kecil dalam primary dan secondary characteristic.[footnoteRef:39] [39:  Alfitra yandi, Persepsi Pedagang Kecil di Pasar cinde terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Sumsel Babel Kantor syari’ah cabang Palembang, skripsi S1 Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2010,hlm.20 (tidak diterbitkan)] 

1. Primary characteristic (karakteristik primer) yaitu konsentrasi kepemilikan, tidak adanya pemisahan tugas yang jelas, operasinya sederhana dan tidak memiliki dokumentasi yang formal. 
2. Secondary characteristic (karakteristik sekunder) yaitu keterbatasan pengetahuan pekerja mengenai akuntansi, otoritas manajemen terpusat serta pengambil kebijakan tidak aktif dan efektif. Sektor usaha kecil yang didalamna termasuk pedagang kecil mempunai ciri-ciri sebagai berikut:
a. Usaha yang dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum.
b. Operasinal tidak mempertimbangkan keunggulan yang mencolok.
c. Usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang.
d. Usaha tidak memiliki karyawan.
e. Modal dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi.
f. Wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya.
Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 Bab III Pasal 5 adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
c. Milik Warga Negara Indonesia.
d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
e. Berbentuk usaha orang perseorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
Ciri-ciri Usaha Kecil :
1.  Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan meskipun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
5. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.
Setelah mengetahui ciri-ciri dari usaha kecil, maka hal-hal yang perlu diperhatikan usaha kecil yang bergerak dibidang eceran atau toko yaitu:
1. Harus tau siapa pembeli dan jumlah pembeli.
2. Berapa perusahaan yang berjualan bersama.
3. Apakah letak toko mudah dicapai.
4. Adakah keluhan pembeli tentang pelaanan, pembungkusan, harga yang lebih mahal dari tempat lain dengan bahan yang sama.
Contoh Usaha Kecil :
1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
2. Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
3. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
4. Peternakan ayam, itik, dan perikanan.
5. Koperasi berskala kecil.
Meski usaha kecil menengah mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional dalam menjalankan usahanya mereka selalu mempunyai kendala. Kategori permasalahan usaha kecil menengah adalah:
1.  Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar, antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya nonformal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran.
2. Permasalahan lanjutan, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor.
3. Permasalahan antara ( intermediate Problems ) yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu mengahadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain, dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan Selain permasalahan tersebut, usaha kecil juga memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, diantaranya keterbatasan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jaringan kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis selain masalah klasiknya yang utama adalah dalam hal pendanaan.
Aspek-aspek diatas adalah bagian penting dari pemasaran yang harus bisa dijawab dengan positif. Karena pada dasarnya, bagaimana pun kehebatan sebagai pedagang apabila barang tidak terjual atau lambat terjual atau pembeli tidak bertambah maka cepat atau lambat usaha yang sedang dikelola akan gagal.
Beberapa penggolongan pedagang kecil antara lain:
1. Pedagang daging dan ikan.
2. Pedagang sayur dan rempah-rempah.
3. Pedagang kelontong.
4. Pedagang makanan dan minuman.
5. Pedagang buah-buahan dan lain sebagainya.

D. Konsep Baitul Mall wa Tamwil (BMT)
1. Pengertian BMT
Istilah BMT ( Balai usaha mandiri terpadu) adalah penggabungan dari dua kata, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Secara etimologi baitul maal berasal dari kata bait dan al-maal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al-maal berarti harta benda atau kekayaan, jadi secara harfiah, baitul maal berarti rumah, harta, benda atau kekayaan. Namun demikian, kata baitul maal diartikan sebagai pembendaharaan (umum atau negara).[footnoteRef:40]  [40:  Harun Nasution, Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 161] 

Abu A’la al-Maududi memandang bahwa baitul maal adalah lembaga keuangan yang dibangun atas landasan syari’ah oleh sebab itu pengelolaannya harus dengan aturan syari’ah pula.[footnoteRef:41] Adapun yang dimaksud dengan baitul maal adalah istilah fiqih islam adalah suatu badan atau lembaga (instansi) yang bertugas mengurusi kekaaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. [41:  Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar baru Van Hove, 1997), Cet. Ke-5, h. 186] 

Definisi lain yang menjelaskan baitul maal ialah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (social).[footnoteRef:42] Sedangkan baitul maal secara etimologi berasal dari kata bait dan tamwil. Yang berarti bait adalah rumah dan tamwil adalah pembiayaan. Jadi baitut tamwil adalah rumah pembiayaan. Dan baitul tamwil secara terminologis dapat diartikan sebagai lembaga (instansi) keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (deposan) dengan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Atau baitut tamwil didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana masarakat dan bersifat profit motive.[footnoteRef:43] [42:  Hertanto Widodo, et.al, Panduan Praktis Operasional BMT, (Bandung: Mizan, 1999), h. 81]  [43:  Ibid, h. 81] 

Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menimpulkan bahwa BMT adalah merupakan lembaga keuangan yang bertugas mengumpulkan dan mengelola dana umat berdasarkan prinsip syariah islam yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian.
2. Konsep Islam Tentang BMT
Dalam perbankan konvensional dasar-dasar yang dijadikan adalah bunga bank, dimana bunga bank selalu dibebankan seluruhnya kepada nasabah, pihak bank tinggal menghitung hari dan tanggal untuk menunggu hasil pelunasan, dan mempersiapkan surat sitaan atau benda, bagi mereka yang tidak tepat waktu. Hal ini merupakan beban yang harus ditanggung oleh pihak nasabah, karena suku bunga yang cukup tinggi biasa “mencekik leher”. Sebagian orang mengatakan, bunga boleh diambil karena beban uang yang diberikan tidak terlampau tinggi dan tidak berlipat ganda. Tetapi siapa yang tau suku bunga bank lebih rendah atau lebih tinggi untuk masa yang akan datang.
Para ulama islam dan ahli ekonomi muslim yang berpendapat satu sama lain dengan argumentasinya masing-masing apa bunga bank sama dengan riba, pendapat mereka dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu :
a. Bunga bank sama dengan riba, yang berarti haram hukumnya. 
b. Bunga bank adalah mutasabihat ( belum jelas) sebab dalil yang mengharamkan belum jelas atau tidak kuat dan dalil yang menghalalkan tidak kuat.
c. Bunga bank diharamkan, tetapi boleh jika dalam keadaan darurat.
d. Bunga bank halal, lebih banyak manfaatnya dari pada kerugiannya (mudhorot)[footnoteRef:44] [44:  Karnaen Perwataamadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, (Depok: Usaha Kami, 1996), Cet, ke-I. H. 156] 

Allah melarang bagi orang yang memakan riba akan berakibat fatal yaitu mereka akan mendapat siksa yang pedih, karena termasuk memakan harta orang lain, dengan cara yang bathil.
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا[footnoteRef:45] [45:  QS. An- Nisa (4):161. Artinya: dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menediakan untuk orang-orang ang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.] 

Dari gambaran ayat inilah dasar ajaran islam melarang praktek riba, yang banyak digunakan bank konvensional. Dengan dasar inipula pengoperasional BMT menggunakan sistem syariah.

E. HIPOTESIS
Hipotesis adalah harapan yang dinyatakan oleh peneliti mengenai hubungan antara variabel-variabel didalam masalah penelitian.48 Berdasarkan deskripsi teori di atas, Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
Hipotesis Nol (H0) : Pembiayaan Murabahah tidak memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan usaha kecil.
Hipotesis Alternatif (Ha) : Pembiayaan Murabahah memberikan
pengaruh positif terhadap perkembangan usaha kecil.
BAB III
METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek
yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:
A. Definisi Operasional
Berdasarkan model penelitian yang digunakan ini maka variabel yang digunakan terdiri dari:
a. Pembiayaan murabahah adalah keuntungan dan kemudahan nasabah pembiyaan murabahah pada BMT Insan Mulia Palembang. Data didapat dari kuisioner yang disebar kepada para nasabah.
b. Perkembangan usaha kecil adalah peningkatan perputaran modal, penjualan, dan produksi nasabah BMT Insan Mulia Palembang. Data didapat dari kuisioner yang disebar kepada para pedagang.

B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada BMT Insan Mulia Palembang Jl. Ma Salim Batubara Lr. Muslimin Rt.01 RW.01 Kel.20 ilir D II Kec. Kemuning Sekip Palembang.

C. Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuisioner dengan nasabah BMT Insan Mulia Palembang.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua. Seperti halnya pada skripsi ini yang meneliti tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat pendapatan usaha kecil, data yang akan diambil untuk penelitian ini dari BMT  yang akan diteliti yaitu BMT Insan Mulia Sekip Palembang. Pihak BMT disebut sebagai sumber data sekunder.

D. Populasi dan Sampel
Secara etimologi populasi adalah sekelompok orang, benda atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel, suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.[footnoteRef:46] Dikatakan juga bahwa populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu.[footnoteRef:47] [46:  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 898]  [47:  Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif), (Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm. 84] 

Dengan kata lain singkatan populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek yang akan atau hendak diteliti. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh nasabah pembiayaan murabahah BMT Insan Mulia Palembang yaitu sebanyak 141 nasabah. Mengingat jumlah populasi cukup banyak, maka dalam rangka efisiensi dan keefektifan penelitian, dilakukan sampling (pengambilan sampel) sebagai representasi populasi.
	Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.[footnoteRef:48] Dalam pengambilan sampel, Suharsini Arikunto memberikan pedoman bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. jika jumlah subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10 - 20 % atau 20 - 25 % atau lebih.[footnoteRef:49] [48:  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, edisi Revisi V,
Jakarta: Rineka Cipta, 2002, cet. Ke-12, hlm.109]  [49:  Ibid, hlm 112] 

	Dalam penelitian ini, penulis mengambil 30 % dari jumlah populasi yaitu sebanyak 42 responden namun digenapkan menjadi 45 responden, sedangkan dalam teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan sampel acak sederhana (Simple random sampling) adalah teknik pengambilan sampel dengan cara mencampur subjek-subjek tanpa mempertimbangkan tingkatan-tingkatan dalam populasi atau suatu cara pengambilan sampel dimana tiap unsur yang membentuk populasi diberi kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.[footnoteRef:50] [50:  Ibid, hlm 141] 

	Pengambilan sampel acak yang dilakukan sesuai prosedur sama sekali bukan jaminan bahwa suatu sampel akan menjadi representasi sempurna dari populasi karena bisa saja terjadi menghasilkan suatu sampel yang unik.
	Dalam pengumpulan data ini peneliti mendatangi subjek yang menjadi nasabah atau populasi pada objek penelitian tanpa ada persaratan dan ciri-ciri populasi yang ditentukan peneliti.
E. Teknik Pengumpulan Data
Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, angket disebarkan kepada responden.[footnoteRef:51] Metode ini digunakan untuk pengambilan data mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha kecil. [51:  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta,
2008, hlm.137] 

	Kuesioner yang dipakai disini adalah model tertutup karena jawaban telah disediakan dan pengukurannya menggunakan skala Likert. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.[footnoteRef:52] Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. [52:  Ibid., hlm. 134] 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolok untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Adapun skala ukuran yang digunakan oleh penulis untuk menghitung jawaban skor responden menggunakan skala likert, ukuran skala yang digunakan ada 5 skala, yaitu:
· Sangat Setuju (SS) : diberi nilai 5
· Setuju (S) : diberi nilai 4
· Netral (N) : diberi nilai 3
· Tidak Setuju (TS) : diberi nilai 2
· Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi nilai 1

F. Variabel-variabel Penelitian
	Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.[footnoteRef:53] Jadi, variabel adalah suatu alat atau atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan disimpulkan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penilaian tentang pembiayaan murabahah terhadap perkembangan pendapatan usaha kecil. [53:  Sugiyono, Metode Penelitian.op.cit., hlm. 69] 

1. Variabel Dependen
Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Dependen adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah perkembangan usaha kecil dari pembiayaan murabahah, yang merupakan reaksi dari perkembangan pendapatan.
2. Variabel Independen
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang mempengaruhinya positif maupun negatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah.
G. Teknis Analisis Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi yang bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan diantara variabel tersebut.[footnoteRef:54] Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh variabel Pembiayaan Murabahah (X) terhadap Perkembangan Usaha Kecil (Y). Analisa regresi linier sederhana dilakukan dengan menggunakan alat bantu software aplikasi statistic for products and services solution (SPSS) for windows 16,0. Analisa yang akan dilakukan sebelumnya perlu diuji data untuk menjaga agar data yang diperoleh sesuai dengan harapan. [54:  Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS, (Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro), 2006, hlm. 86] 

	Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya, apakah analisis statistik  atau analisis non-statistik.[footnoteRef:55] [55:   Ibid,. hlm 40] 

		Didalam penelitian ini penulis menggunakan analisis statistik karena analisis statistik sesuai dengan data kuantitatif atau data yang dikuantifikasikan, yaitu data dalam bentuk bilangan.[footnoteRef:56] Dengan menggunakan rumus : [56:   Ibid,. hlm 40] 

 (
Y = a + bX
)	
		Y = Variabel Terikat
X = Variabel Bebas
a = Nilai Konstanta
b = Koefisien untuk variabel bebas
H. Pengujian Hipotesis
Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, ada beberapa bentuk uji yang digunakan, yaitu sebagai berikut:
a.  Uji  Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Pengujian ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan tingkat ketepatan atau kecocokan (goodness of fit) dari regresi linier sederhana.Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan X (variabel independen) terhadap variasi naik turunnya Y (variabel dependen) dari persamaan regresi tersebut.
Nilai koefisien determinasi selalu non- negatif. mempunyai interval nol sampai satu (0≤≤1). Jika r² = 1, berarti besarnya persentase sumbangan X terhadap variasi (naik-turunnya) Y secara bersama-sama adalah 100%. Hal ini menunjukkan apabila angka koefisien determinasi mendekati 1 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya semakin kuat maka semakin cocok pula garis regresi untuk meramalkan Y.[footnoteRef:57] [57: Muhammad Firdaus, (EkonometrikaSuatuPendekatanAplikatif,  hlm. 130)] 

b. Uji t (Parsial)
Uji t (parsial) dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, tujuan dilakukannya uji signifikan secara parsial ini adalah untuk mengukur secara terpisah dampak yang ditimbulkan dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen.[footnoteRef:58] [58: Syofian Siregar, (Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17, hlm. 410)] 

Langkah-langkah pengujian hipotesis t (uji parsial) adalah sebagai berikut:[footnoteRef:59] [59: Ibid., hlm. 421] 

1. Menentukan Hipotesis null (Ho) dan Hipotesis alternatif (Ha), yaitu:
Ho= Pembiayaan Murabahah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Perkembangan Usaha Kecil pada BMT Insan Mulia Palembang.
Ha= Pembiayaan Murabahah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Perkembangan Usaha Kecil pada BMT Insan Mulia Palembang.
Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik
	Ho : = 0
	H1 : ≠ 0
	Di mana = koefisien yang akan diuji
2. Menentukan taraf nyata pengujian (signifikansi).
Taraf nyata yang digunakan dalam uji parsial ini adalah sebesar 5% (0,05).
3. Kaidah Pengujian
	Ho diterima	: ttabel ≤  thitung ≤ ttabel
	H1 ditolak	: thitung> ttabel
a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen/terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:
· Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen
· Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H0 ditolak dan menerima HA.[footnoteRef:60] [60:  Ibid, hlm. 425] 











BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian
1. Sejarah BMT Insan Mulia Palembang
Baitul Maal Wat Tamwil Insan Mulia Palembang awal mulanya merupakan salah satu bentuk program di bawah Divisi Madrasah Ummat Dompet Insan Mulia disingkat DSIM. BMT Insan Mulia bergerak dibidang simpanan dan pembiayaan, serta memiliki unit-unit usaha yang dikelola oleh  BMT Insan Mulia.
BMT Insan Mulia berdiri pada tanggal 25 Agustus 2010 dibawah binaan Pusat Inkubasi dan Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Sumatera selatan. BMT Insan Mulia Berbadan hukum koperasi Syariah dengan nomor 859/BH/VII.7/2011 yang disahkan pada tanggal 02 Mei 2011/no.3/Notaris-PPAT Rizal, SH, telah memiliki akses komputerisasi dari Lembaga Komputerisasi Microfinance Indonesia  (Dokumentasi BMT Insan Mulia Palembang 2014).
Saat ini jumlah anggota BMT Insan Mulia sebanyak 681 orang, dengan program unggul berbasis kelompok atau komunitas yang bergabung dalam beberapa jenis usaha. Tidak hanya di dalam kota yang memanfaatkan layanan simpanan dan pembiayaan akan tetapi di Kecamatan Banyuasin juga telah terjemah keberadaan BMT Insan Mulia (Dokumntasi BMT Insan Mulia Palembang 2014).
Adapun manfaat dari penyaluran dana tabungan BMT Insan Mulia berupa pembiayaan untuk penambahan modal usaha-usaha mikro yang telah berjalan minimal satu tahun, dan bisa juga pembiayaan konsumtif. Pembiayaan ini menggunakan perjanjian murabahah (perjanjian jual beli) dengan keuntungan perbulan 2,5% dari marjin pembiayaan kepada nasabah dengan maksimal jangka waktu cicilan 10 bulan dan perjanjian mudharabah (bagi hasil) dengan bagi hasil keuntungan 30% untuk BMT dan 70% untuk nasabah/anggota dengan maksimal jangka waktu cicilan 10 bulan (Dokumentasi BMT Insan Mulia Palembang 2014).
BMT Insan Mulia dikelola oleh tenaga profesional, berusaha memastikan bahwa dana seluruh anggota/nasabah yang ditabung di BMT Insan Mulia dapat dikelola melalui program-program yang mampu mensinergikan ekonomi mikro dan makro demi tercapainya pemerataan ekonomi diseluruh lapisan masyarakat, dan menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat untuk menabung yang ringan dan tabungannya akan bermanfaat dengan baik.
2. Visi Dan Misi BMT Insan Mulia
a. Visi 
Visi dari BMT Insan Mulia Palembang yaitu menjadikan lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya, yang mampumelayani anggota dan masyarakat lingkungannya berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan (Dokumentasi BMT Insan Mulia Palembang 2014).
b. Misi 
Misi dari BMT Insan Mulia Palembang yaitu mengembangkan BMT Insan Mulia sebagai sarana gerakan pembebasan, gerakan pemberdayaan, dan gerakan keadilan sehingga terwujud kualitass masyarakat disekitar BMT yang salam, penuh keselamatan dan kesejahteraan (Dokumentasi BMT Insan Mulia Palembang 2014).
3. Produk-Produk Pembiayaan BMT Insan Mulia
BMT Insan Mulia dalam operasional telah memiliki jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada para nasabah yaitu terdiri dari:
a. Pembiayaan Al-Qurdhul Hasan (AQH) yaitu suatu pinjaman lunak/pinjaman peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.
b. Pembiayaan mudharabah, yaitu perjanjian pemilik modal dengan pengusaha. Dimana pemilik modal sepakat menyediakan seluruh dana yang dipergunakan dan pihak pengusaha melakukan pengelolahan atas usaha. Hasil usaha akan dibagi bersama sesuai dengan bagian hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Sebaliknya kerugian yang timbul dari usaha tersebut selama bukan akibat penyelewengan pengusaha akan ditanggung sepenuhnya oleh pemodal.
c. Pembiayaan murabahah, yaitu perjanjian jual-beli antara pemilik barang dan pembeli. Penjual menetapkan harga jual dengan keuntungan tertentu dan dalam penentuan harga jual ada kesepakatan kedua belah pihak.
d. Pembiayaan musyarakah, yaitu perjanjian antara dua pemilik modal atau lebih untuk menjalankan sesuatu usaha dimana mereka bersama-sama sepakat mengembangkan modal dan membagi keuntungan bersama.
e. Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA), yaitu perjanjian jual-beli antara pemilik barang dan pembeli dengan pembayarannya ditangguhkan atau diangsur dalam waktu yang disepakati bersama (Dokumentasi BMT Insan Mulia palembang 2014).
4. Syarat Pemberian Pembiayaan
a.  Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembiayaan/pinjaman adalah anggota masyarakat yang memiliki simpanan di BMT Insan Mulia dan pembiayaan/pinjaman baru dapat diberikan jika pinjaman lama telah lunas, serta pembayaran pinjaman tertibnya sesuai dengan surat akadpembiayaan/pinjaman.
b. Menyampaikan permohonan pembiayaan/pinjaman dengan melampirkan
1. Foto copy identitas diri/KTP.
2. Surat izin suami/istri/anak/orang tua.
3. Surat referensi.
c. Bersedia diadakan peninjauan ke tempat pemohon, setelah ada perjanjian dan hasilnya dianalisa oleh analisator.
d. Besar pembiayaan/pinjaman diberikan setingi-tingginya 10 (sepuluh) kali besarnya simpanan pemohonan di BMT Insan Mulia.
e. Besarnya angsuran setiap bulan setinggi-tingginya 25% dari pendapatan perbulan atau 70% dari pendapatan perbulan dari jumlah pinjaman dimohonkan.
f. Lama mencicil maksimal 10 bulan.
g. Apabila peminjam meninggal, maka sisa hutang/pinjaman harus diselesaikan oleh yang menjamin/ahli waris.
h. Persetujuan pinjaman diberikan BMT Insan Mulia kepada pemohon secara tertulis.
i. Kepada peminjam yang permohonan pembiayaan disetujui BMT Insan Mulia, maka dikenakan biaya administrasi.
j. Kepada peminjam yang permohonannya disetujui, maka setiap mengangsur diwajibkan menyimpan dana bentuk simpanan sejahtera yang besarnya sesuai kemampuan (Dokumentasi BMT Insan Mulia Palembang 2014).
5.  Jenis Usaha Dan Kegiatan
Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BMT Insan Mulia melakukan usaha-usaha dan kegiatan sebagai berikut:
a. Usaha ekonomi produktif (UEF)
1. Menggalang dan dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk melayani pembiayaan usaha-usaha anggota dan usaha BMT.
2. Memberikan pembiayan kepada usaha-usaha produktif anggota melalui cara pelayanan yang cepat, layak, aman dan tepat sasaran.
3. Aturan dan jenis pembiayaan akan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Mengembangkan usaha-usaha sektor riil yang menunjang usaha anggotanya.
5. Mengelola usaha tersebut secara propfesional berdasarkan prinsip syari’ah.
b. Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
1. Mengalang dana ZIS berkerja sama dengan Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat setempat.
2. Menggalang dan menghimpun dana sosial dari sumber yang halal dan baik yang tidak mengikat.
3. Memberikan pinjaman dalam bentuk Al-Qardul Hasan.
4. Melaksanakan pendidikan dan bimbingan berusaha kepada anggota yang menerima pembiayaan agar mereka mampu mengembangkan usahanya sehingga bisa mempertanggungjawabkan pembiayaan yang diterimanya.
5. Melaksanakan pendidikan dan bimbingan pemanfaatan hasil usaha yang diperoleh sehingga benar-benar bermanfaat untuk menigkatkan kesejahteraan keluarga/anggota.
6. Melakukan pendidikan dan pembinaan ruhiyah pengurus, pengelola dan anggota BMT Insan Mulia untuk membentuk kepribadian/akhlak Islami yang utuh, tangguh dan mampu dalam beribadah menghadapi tantangan global.
7. Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan kesejahteraan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana.

6.  Sumber DanaBMT Insan Mulia 
		Sumber dana BMT Insan Mulia berasal dari:
1. Sumber dana BMT Insan Mulia terdiri atas modal dan pinjaman.
2. Modal BMT Insan Mulia bersumber dari :
a. Simpanan Pokok Khusus.
b. Simpanan Pokok
c. Simpanan Wajib
d. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat (hibah)
e. Sisa hasil usaha yang dicadangkan
3. Dana pinjaman bersumber dari :
a. Simpanan-simpanan Sukarela Anggota.
b. Dana pentertaan dari pemerintah malalui PINBUK
c. Perorangan, Bank dan lembaga keuangan lainnya.
d. Sumber-sumber lainya yang sah dan halal.
7. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas Pada BMT Insan Mulia Palembang
Perusahaan dikatakan baik apabila, di dalam menjalankan usahanya tentu memiliki struktur organisasi yang dapat menunjang tercapainya tujuan utama perusahaan. Dengan struktur organisasi yang ada, manajemen akan lebih mudah mengontrol perusahaan dan melaksanakan pengawasan yang baik atas semua kegiatan perusahaan yang menyangkut semua fungsi dalam organisasi perusahaan akan semakin besar. Maka dibutuhkan suatu organisasi yang dapat mencapai tujuannya. Organisasi yang baik akan menciptakan suasana yang baik pula.
Struktur organisasi harus disusun sedemikian rupa agar memungkinkan penegasan wewenang kepada para bawahan yang dapat ditetapkan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Struktur organisasi perusahaan merupakan kerangka yang disusun sedemikian rupa, sehingga kerangka itu menunjukan suatu hubungan-hubungan diantara bagian-bagian atau bidang kerja maupun orang-orang yang diletakkan pada kedudukannya, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam bentuk dan susunan yang teratur untuk mencapai tujuan yag telah ditetapkan dalam suatu organisasi.
BMT Insan Mulia memiliki struktur organisasi, dimana pada pembagian tugas-tugasnya diserahkan langsung dari atasan kepada bawahan. Sistem organisasi dipergunakan pada BMT Insan Mulia adalah sistem organisasi dimana seorang pemimpin mempunyai garis perintah dari atasan sampai bawahan. Wewenang yang diberikan kepada masing-masing jabatan yang dilimpahkan kepada setiap kepala bagian (Dokumentasi BMT Insan Mulia Palembang 2014)
Untuk memperlancar jalannya aktivitas lembaga keuangan, BMT Insan Mulia telah menetapkan susunan Dewan Pengawas Syariah BMT Insan Mulia yaitu sebagai berikut:
1. Dr. Agus Marsyal
2. M. Syaiful Anwar, Spd

Sedangkan Badan Pengurus BMT Insan Mulia Terdiri dari:
1. Ketua: Sugeng Wardianto, S.E.Ak
2. Sekretaris: Ahmad Rifa’i Afin
3. Bendahara: Lili Kurniawan, Amd

Badan Pengawas BMT Insan Mulia terdiri dari:
1. Ketua: Adi Apriliansyah, SE
2. Sekretaris: Rahap Budianto, SH
3. Bendahara: Mahdalena

Pengelola BMT Insan Mulia terdiri dari:
1. General Manager: Dian Eka Prasetyo, S.Kom
2. Administrasi Pembukuan dan Kasir: Dina Ayu Nurmalita, S.E.I
3. Manager Operasional: Renny Farlina, Amd
4. Manager Simpanan dan Penggalangan Dana: Hermawati, S.E.I
5. Manager Pembiayaan dan Usaha Sektor Riil: Sulistyo. (Dokumentasi BMT Insan Mulia Palembang 2014).
Penjelasan mengenai kinerja sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:
8. Badan Pengawas
a. Bertugas dan berkewajiban mempelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk menjaga kemantapan dan perkembangan BMT Insan Mulia
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus di bidang organisasi dan nasabah BMT Insan Mulia.
c. Bila BMT Insan Mulia telah mengangkat pegelola manajer, badan pengawas hanya berkewajiban untuk mengawasi kebijakan pengurus di bidang usaha. 
d. Selesai melaksanakan tugas-tugasnya, pengawas membuat laporan tertulis dan disampaikan kepada pengurus sebagai pertanggungjawaban anggota.
e. Pengawas tidak menerima gaji, tetapi menerima jasabila keuangan BMT Insan Mulia telah mampu memberikan
f. Uang jasa ini harus tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja BMT Insan Mulia (Dokumentasi BMT Insan Mulia Palembang 2014).
9. Badan Pengurus
a. Pengurus berkewajiban menyusun dan menggariskan pola kebijakan umum
b. Secara khusus pengurus bertindak atas nama dan bertanggung jawab kepada rapat anggota atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah digariskannya. 
B. Deskripsi Responden
Penyajian data diskriptif penelitian bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian
1. Karakteristik Responden
 Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik. Karakteristik-karakteristik penelitian terdiri dari:
a. Jenis Kelamin
Adapun data mengenai jenis kelamin responden nasabah Pembiayaan murabahah BMT Insan Mulia Palembang sebagai berikut:
Tabel IV.1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	Jenis Kelamin
	Jumlah Responden
	Persentase (%)

	Laki-laki
	18
	40%

	Perempuan
	27
	60%

	Jumlah
	45
	100%


Sumber: data diolah 2015
Berdasarkan tabel diatas responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 18 orang (40%), dan perempuan sebanyak 27 orang (60%). Jadi berdasarkan tabel diatas responden yang berdasarkan jenis kelamin paling banyak adalah perempuan. 
b. Usia Responden
Data mengenai usia responden disini, peneliti mengelompokkan menjadi dua kategori, yaitu dari umur 19-30 tahun, dan lebih dari 30 tahun. Adapun data mengenai usia nasabah pembiayaan murabahah BMT Insan Mulia Palembang sebagai berikut:
Tabel IV.2
Distribusi Responden Berdasarkan Umur
	Umur
	Jumlah Responden
	Persentase (%)

	19-30 tahun
	26
	58%

	30 tahun keatas
	19
	42%

	Jumlah
	45
	100%


		Sumber: data diolah 2015
Berdasarkan tabel diatas responden berdasarkan umur adalah 19-30 tahun sebanyak 26 orang (58%), dan 35 keatas sebanyak 19 orang (42%). Jadi berdasarkan tabel diatas responden berdasarkan umur paling banyak adalah berumur 19-30 tahun yaitu 26 orang.
2. Atribut Kuisioner
Hasil  jawaban responden pada indikator pembiayaan murabahah dari kuisioner yang disebar adalah sebagai berikut:
Tabel IV.3
Atribut Pembiayaan Murabahah

	No
	Atribut
	SS
	S
	R
	TS
	STS
	Total

	1.
	Kredit yang diberikan sangat bermanfaat untuk perkembangan usaha saya
	31
	14
	0
	0
	0
	45

	2.
	Saya dapat menggunakan dana dari pembiayaan yang diberikan untuk membeli peralatan agar menjadi lebih lengkap, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses produksi.

	24
	21
	0
	0
	0
	45

	3.
	Jangka waktu pinjaman yang diberikan tergolong lama sehingga meringankan pembayaran cicilan
	18
	23
	3
	1
	0
	45

	4.
	Bagi hasil yang ditawarkan tergolong rendah dan dapat dijangkau
	8
	31
	5
	0
	1
	45


Sumber: Data diolah 2015
1. Kredit yang diberikan sangat bermanfaat untuk perkembangan usaha saya.
X= = 3,8
Artinya: jawaban responden terhadap Kredit yang diberikan sangat bermanfaat untuk perkembangan usahanya, tepat dan konsisten diantara sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju jawaban responden >3 berarti Kredit yang diberikan sangat bermanfaat untuk perkembangan usahanya adalah baik.
2. Saya dapat menggunakan dana dari pembiayaan yang diberikan untuk membeli peralatan agar menjadi lebih lengkap, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses produksi.
X== 4,53
Artinya: jawaban responden terhadap dapat menggunakan dana dari pembiayaan yang diberikan untuk membeli peralatan agar menjadi lebih lengkap, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses produksi, tepat dan konsisten diantara sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju jawaban responden >3 berarti dapat menggunakan dana dari pembiayaan yang diberikan untuk membeli peralatan agar menjadi lebih lengkap, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses produksi adalah baik.
3. Jangka waktu pinjaman yang diberikan tergolong lama sehingga meringankan pembayaran cicilan.
X== 4,28
Artinya: jawaban responden terhadap Jangka waktu pinjaman yang diberikan tergolong lama sehingga meringankan pembayaran cicilan, tepat dan konsisten diantara sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju jawaban responden >3 berarti Jangka waktu pinjaman yang diberikan tergolong lama sehingga meringankan pembayaran cicilan adalah baik.
4. Bagi hasil yang ditawarkan tergolong rendah dan dapat dijangkau.
X== 4
Artinya: jawaban responden terhadap Bagi hasil yang ditawarkan tergolong rendah dan dapat dijangkau, tepat dan konsisten diantara sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju jawaban responden >3 berarti Bagi hasil yang ditawarkan tergolong rendah dan dapat dijangkau adalah baik.
Hasil  jawaban responden pada indikator perkembangan usaha kecil dari kuisioner yang disebar adalah sebagai berikut:
Tabel IV.4
Atribut Perkembangan Usaha Kecil

	No
	Atribut
	SS
	S
	R
	TS
	STS
	Total

	1.
	Terjadi peningkatan perputaran modal kerja setelah mendapatkan pembiayaan
	30
	15
	0
	0
	0
	45

	2.
	Setelah menerima pembiayaan terjadi peningkatan laba usaha
	20
	23
	2
	0
	0
	45

	3.
	Penjualan usaha saya semakin meningkat karena adanya tambahan modal dari pembiayaan murabahah
	16
	28
	1
	0
	0
	45

	4.
	Dengan adanya pembiayaan murabahah meningkatkan produksi usaha saya
	19
	25
	1
	1
	0
	45


Sumber: data diolah 2015
1. Terjadi peningkatan perputaran modal kerja setelah mendapatkan pembiayaan.
X= = 4,7
Artinya: jawaban responden terhadap Terjadi peningkatan perputaran modal kerja setelah mendapatkan pembiayaan, tepat dan konsisten diantara sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju jawaban responden >3 berarti peningkatan perputaran modal kerja setelah mendapatkan pembiayaan adalah baik.
2. Setelah menerima pembiayaan terjadi peningkatan laba usaha.
X= 
Artinya: jawaban responden terhadap Setelah menerima pembiayaan terjadi peningkatan laba usaha, tepat dan konsisten diantara sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju jawaban responden >3 berarti Setelah menerima pembiayaan terjadi peningkatan laba usaha adalah baik.
3. Penjualan usaha saya semakin meningkat karena adanya tambahan modal dari pembiayaan murabahah.
X= 
Artinya: jawaban responden terhadap Penjualan usaha saya semakin meningkat karena adanya tambahan modal dari pembiayaan murabahah, tepat dan konsisten diantara sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju jawaban responden >3 berarti Penjualan usaha saya semakin meningkat karena adanya tambahan modal dari pembiayaan murabahah adalah baik.
4. Dengan adanya pembiayaan murabahah meningkatkan produksi usaha saya.
X=
Artinya: jawaban responden terhadap Dengan adanya pembiayaan murabahah meningkatkan produksi usahanya, tepat dan konsisten diantara sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju jawaban responden >3 berarti Dengan adanya pembiayaan murabahah meningkatkan produksi usahanya adalah baik.

C. Analisis Deskriptif 
1. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat normal probability plot. Berdasarkan tampilan normal probability plot (dapat dilihat pada gambar IV.1), dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
Gambar IV.1
Uji Normalitas
[image: ]
2. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Bagian ini menunjukkan besarnya koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui besarnya persentase variabel terikat yang dapat diprediksi dengan menggunakan variabel bebas. koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya peranan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.[footnoteRef:61] [61:  Ibid., hlm 45] 

Cara menghitung koefisien determinasi adalah dengan mengkuadratkan hasil korelasi yang dikalikan 100%. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel VI.6 sebagai berikut:

Tabel VI.6
Hasil Uji koefisien determinasi (r2)
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.346a
	.120
	.099
	1.406

	a. Predictors: (Constant), PM
	

	b. Dependent Variable: PUK
	



Angka R square sebesar 0,120 atau 12% (disebut juga koefisien determinasi) memberikan arti bahwa pengaruh perkembangan usaha kecil terhadap pembiayaan murabahah sebesar 12% sementara sisanya (100 – 12 = 88%) dipengaruhi oleh variabel lain.



3. Uji t (Parsial)
Pada tahap ini dilakukan uji t, bertujuan untuk mendapatkan signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.
Dengan menggunakan tingkat signifikansi α sebesar 5%, nilai thitung dari masing-masing koefisiensi regresi kemudian dibandingkan dengan ttabel. Jika thitung > ttabel atau prob-sig < α = 5%, memberi arti bahwa masing-masing variabel independen secara signifikansi berpengaruh secara positif terhadap variabel dependen. Hasil analisis uji t variabel Pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha kecil sebagaimana tabel IV.5 berikut ini:
Tabel IV.5
Hasil Uji t (parsial)
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	12.715
	2.120
	
	5.997
	.000

	
	PM
	.293
	.121
	.346
	2.420
	.020

	a. Dependent Variable: PUK
	
	
	
	



Bagian ini merupakan output persamaan regresi.[footnoteRef:62] Persamaan regresi linier adalah [62:  Aryanto, Rudi. Panduan Praktikum SPSS, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang 2014. Hlm 46] 

y = a + bx
	Dimana :
		y = Variabel Terikat
		x = Variabel Bebas
		a = Angka Konstan (dari unstandardized coefficients) dalam hal ini sebesar : 12,715
	b = Angka koefisien regresi (0,293)
Jadi persamaan regresinya adalah 
y = 12,715– 0,293 x
· 12,715 artinya jika tidak ada tambahan perkembangan usaha kecil atau saat x = 0, maka pembiayaan murabahah akan sebesar 0,293
· 0,293  artinya jika terjadi penambahan atau peningkatan perkembangan usaha kecil maka pembiayaan murabahah meningkat sebesar 0,293  sebaliknya jika angka ini  negatif (-) maka pembiayaan murabahah akan menurun sebesar 0,293.  
Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel perkembangan usaha kecil yang digunakan sebagai predicator untuk variabel pembiayaan murabahah.
H0 = Koefisien regresi tidak signifikan
H1 = Koefisien regresi signifikan
Keputusan 
	Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima
	Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak	
Variabel perkembangan usaha kecil mendapatkan statistik uji t = 2,420 dengan signifikansi 0,020. Hal ini menunjukkan bahwa parameter estimasi antara variabel perkembangan usaha kecil dengan pembiayaan murabahah yang dibentuk menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,020 yang menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05. maka H0 ditolak dan H1 diterima, Artinya pengaruh variabel perkembangan usaha kecil dengan pembiayaan murabahah adalah positif dan signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial perkembangan usaha kecil mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan dapat digunakan sebagai prediktor dalam model persamaan regresi. Hasil positif dan signifikan menunjukkan perkembangan usaha kecil baik dalam meningkatkan pembiayaan murabahah.

4. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik-F)
Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.
Gambar IV.4
Hasil Uji F (Simultan)


	ANOVAb

	Model
	Sum of Squares
	Df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	11.580
	1
	11.580
	5.859
	.020a

	
	Residual
	84.997
	43
	1.977
	
	

	
	Total
	96.578
	44
	
	
	

	a. Predictors: (Constant), PM
	
	
	
	

	b. Dependent Variable: PUK
	
	
	
	



Uji ANOVA menghasilkan angka F sebesar 5,859 dengan tingkat signifikansi 0,020. karena angka sig < 0,05 maka model regresi sudah layak untuk digunakan dalam memprediksi variabel bebas.

D. Pembahasan dari Hasil penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel sebanyak 45 responden, jumlah tersebut diambil dari 30% jumlah populasi yaitu 141 responden, mayoritas responden adalah pengusaha kecil.
Berdasarkan hasil dari penelitian kemudian diadakan analisis yang merupakan pengolahan lebih lanjut dari hasil uji hipotesis. Dalam analisis ini akan dibuat semacam interpretasi dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus regresi yang telah diproses antara variabel X dan Y. Dalam pelaksanaan langkahnya adalah melakukan perhitungan uji t dan menentukan nilai F hitung, apakah terletak didaerah penerimaan H0 atau penolakan H0. Berdasarkan hasil uji-t pada variabel pembiayaan murabahah, t = 2,420 dengan signifikansi 0,020 yang menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05. Yang menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima. keputusan menolak Ho mengandung arti bahwa ada hubungan atau pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan murabahah dan perkembangan usaha kecil  Sedangkan pada uji F diketahui bahwa nilai F
hitung lebih besar dari 0,05 ( 5,589 > 0,05) , ini berarti nilai F hitung terletak di daerah H0  ditolak dan Ha diterima. Besarnya pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha kecil (R2) adalah 0,120 atau 12%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut kecil sekali pengaruhnya terhadap perkembangan usaha kecil, sedangkan sisanya sebesar 0,88 atau 88% dipengaruhi oleh faktor lain selain pembiayaan murabahah.
pembiayaan murabahah memiliki peranan membantu para pelaku usaha kecil dalam hal penambahan modal usaha dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha. Selain itu pembiayaan murabahah juga berfungsi untuk mengalihkan ketergantungan mereka terhadap pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan yang berbasis bunga.




















BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta analisis yang dilakukan terhadap pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha kecil nasabah BMT Insan Mulia Palembang, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa BMT adalah lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang membawa dampak positif serta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang menjadi nasabahnya. Temuan-temuan penelitian ini menunjukkan bahwa indikator-indikator pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha kecil sangat baik. Selain itu juga BMT memberikan sejumlah manfaat yang dirasakan oleh anggotanya juga mempunyai peranan dalam pemberdayaan ekonomi.
Dari hasil pengujian yang dilakukan didapat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal maka diindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, lalu pada hasil uji koefisien determinasi didapat angka R square sebesar 0,120 atau 12% mengandung arti bahwa pengaruh perkembangan usaha kecil terhadap pembiayaan murabahah sebesar 12% dan didapat pula hasil t sebesar 2,420  terletak didaerah Ho ditolak. Maka keputusan menolak Ho mengandung arti bahwa ada hubungan atau pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan murabahah dan perkembangan usaha kecil.  




B. Saran
Dari hasil studi dan penelaahan tentang kajian yang tertuang dalam pembahasan skripsi ini, kiranya tidak berlebihan jika penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 
1. BMT Insan Mulia Palembang sebagai mitra ummat, dengan pembiayaan murabahah ini diharapkan, pembiayaan tersebut dapat terus diberikan bagi usaha mikro kecil dan menengah khususnya yang betul-betul membutuhkan modal usaha. Karena dilihat pada kondisi sekarang ini mencari pekerjaan sangat sulit, ingin usaha pun kendala pada modal.
2. BMT Insan Mulia Palembang diharapkan dapat terus mengembangkan bentuk pembiayaan murabahah dengan mempermudah proses pembiayaan yang diberikan untuk para pelaku usaha mikro menengah.
3. Bagi penulis dan masarakat adalah memberikan pengetahuan tentang fungsi serta kegunaan BMT serta sistem pembiayaan yang diberikan.
4. Diharapkan pada pemerintah untuk dapat berperan lebih terhadap pelaku usaha yang tidak mendapatkan ruang diperbankan nasional terutama dalam permodalan usaha.
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